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ABSTRAK 
PEMIKIRAN ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG KONSEP AGAMA DAN 
NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH 
Oleh : 
Epi Tamala 
Persoalan pertama dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah dalam sejarah 
adalah masalah politik, yakni masalah kepemimpinan negara, hal ini terjadi 
dikarenakan Rassulullah tidak memberikan keterangan yang jelas siapa yang 
menggantikannya sebagai pemimpin, dan apakah kelak Islam harus memiliki  
(mendirikan) sebuah negara dalam bentuk yang khusus bagi kominitas muslim 
yang wilayahnya sudah keseluruhan jazirah Arab, yang disatukan dengan perinsip 
kesatuan ilahi dan asas persamaan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemikiran Ali Abdu al-
Raziq tentang konsep Agama dan Negara menurut fiqh siyasah? Dan bagaimana 
pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang  konsep 
agama dan negara. Tujuan peneliatian ini untuk mengetahui pemikiran Ali Abdu 
al-Raziq tentang konsep agama dan negara. Serta untuk mengetahui pandangan 
fiqh siyasӑh terhadap pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang konsep agama dan  
negara. 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang bersifat 
deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
yang digunakan dengan mengadakan penelaahan terhadap uku-buku, literature-
literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. Dalam hal ini peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku 
yang  berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari 
berbagai macam buku yaitu: Buku-buku Ali Abdu al-Raziq, Al-Qur‟an dan hadits, 
hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel Internet. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,  
1. Ali Abdu al-Raziq berpandangan bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan 
negara. Teori tentang Negara tidak dijelaskan secara ril dan terinci dalam 
ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. 
2.  Ali Abdu al-Raziq berpendapat bahwa Agama dan Negara tidak ada 
keterikatan. Sedangkan 
3. Fiqh siyasah memberkan prinsip-prinsip  yang dijadikan sebagai indicator 
untuk menjalankan roda pemerintahan dalam bernegara secara Islami yang 
diperoleh dari Al-Qur‟an dan Hadits yang bertujuan untuk memberikan 
kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. 
 
 
 MOTTO 
 
    َهللا                        
             َهللا   َهللا       
 
Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhâi) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 
berselisih orang-orang yang telah di Al-Kitab kecuali sesudah dating 
pengetahuan kepada mereka, karena kedatangan (yang ada) di antara 
mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya”. (QS. Ali-Imran [3] :19).* 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu 
penelitian akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat pada 
judul ini. Adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan 
pemahaman yang berbeda dengan apa yang saya maksudkan, sebab judul adalah 
kerangka dalam berfikir dan  bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini 
untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangkan pembaca suatu karya 
ilmiah, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah 
yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini 
berjudul: “Konsep Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama Dan Negara 
Menurut Fiqh Siyasah”. Judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan 
dalam kajian yang peneliti buat yakni: 
-  Konsep adalah rancangan sesuatu yang telah ada didalam pemikiran
1
 
- Pemikiran sendiri berarti kegiatan akal manusia untuk mencermati suatu 
pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan 
yang baru.
2
 
- Ӑli Abdu al-Rӑziq adalah salah seorang ulama Al-AzharAsy-Syarif. Ia 
dilahirkan di provinsi Mania, pada tahun 1888, ayahnya Hasan Abd Al-Roziq 
adalah seorang pasya besar yang berpengaruh dan mempunyai tanah yang luas. 
                                                             
1
Peter salim, yeni salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:Lentera 
Basritama, 1990), h. 764 
2
Jamaluddin, Berfikir Apa dan Bagaimana, Surabaya Indah, 1989.h.26 
 Ayahnya aktif dalam kegiatan politik dan menjadi wakil ketua Hizbul al-ummah 
(Partai Rakyat) pada tahun 1907.
3
 
-  Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan 
dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.
4
Negara 
adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang 
sah dan ditaati oleh rakyat. 
- Fiqh Siyasah adalah suatu konsep fiqh yang berguna untuk mengatur hukum 
ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 
kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan nilai-nilai Islami.
5
 
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, maka 
dapat diambil suatu pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan “Konsep 
Pemikiran Ӑli Abdu al- Rӑziq Tentang Agama Dan Negara Menurut Fiqh 
Siyasah” adalah suatu konsep pemikiran dari tokoh Islam yakni Ali Abdu al-
Raziq tentang Agama dan Negara dalam pandangan fiqh siyasah. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah: 
Alasan Objektif: 
1. Ingin lebih menguasai tentang Pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq tentang 
Konsep Agama dan Negara. 
2. Untuk mengkaji lebih dalam tentang Pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq 
Tentang Konsep Agama dan Negara menurut fiqh siyasah. 
                                                             
3
Ali Abdul Mu‟ti Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, (Bandung: Cv. 
PustakaSetia, 2010)h. 443. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet IV, 
Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, h.956 
5
Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, Dar Al-Ajil, Beirut. h.178. 
 Alasan subjektif: 
1. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 
saya pelajari di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan Siyasah. 
2. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha 
menyelesaikan karya ilmiah ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Ӑli Abdu al-Rӑziq adalah salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Ia 
menyusun sebuah karya penting berjudul “Al Islӑm wa ushủl Al-Hukm”(Islam 
dan prinsip-prinsip pemerintahan) pada tahun 1925. Menurut pemikiran beliau 
Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Melalu proyek ajaran reformasi 
pemikiran agamanya, ia menuntut pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah 
seruan agama untuk menyembah Allah. Wilayah Islam hanyalah seputar agama 
dan tidak menembus secara mutlak usrusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan 
lainnya . Abdu al-Raziq berkata “Islam tidak mengurusi pemerintahan, atau 
negara atau kecenderungan-cendrungan politik. Islam datang hanya membawa 
misi syariat agama, tidak peduli misi itu  membawa kemaslahatan politik bagi 
manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memandang tidak memberikan perhatian 
padanya. Demikian pula Rasul”6 
Terbitnyabuku Ӑli Abdu al-Rӑziq tersebut  mendapat tantangan hebat dari 
berbagai pihak. 
                                                             
6
 Ali AbdAr-Raziq, Al-Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan : Kajian Khilafah dan 
Pemerintahan dalam Islam, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 123 
  Hal ini karena pandangannya bertolak belakang dengan consensus yang 
selama ini disepakati para ulama yang  meyakini bahwa khilafӑh adalah bagian 
takterpisahkan dari islam. Mereka menilai ide Ӑli Abdu al-Rӑziq tersebut merusak 
kebenaran yang telah mapan dalam sejarah umat Islam. 
Publikasi buku tersebut juga telah memunculkan perdeatan hebat di Mesir 
yang takpernah usai perdebatan ini dipicu juga karena Ӑli Abdu al-Rӑziq 
termasuk ulama Al-Azhar pertama yang mendeklarasikan pernyataan “Islam 
adalah negara bukan agama, Islam adalah sebuah wahyu; bukan pemerintahan”. 
Tesis utama inilah yang menabrak arus utama keyakinan masyarakat dan ulama 
saat itu yang mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendiri negara 
sekaligus agama.
7
 
Atas dasar ini, Ӑli Abdu al-Rӑziq adalah orang yang pertamakali 
menyerukan pemisahan agama dari negara. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih 
dari kepercayaan individual- spiritual dan tidak memberi perhatian terhadap 
keduniaan atau politik atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir begitu beliau wafat 
tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya, baik menyangkut risalah 
maupun klaim-klaimnya. Ӑli Abdu al-Rӑziq melihat Rasullullah dari dua sisi:  
1. Ia adalah utusan yang diberi wahyu dan membawa risalah langit.  
2. Ia adalah seorang pemimpin politik untuk negara madinah, bahkan, ia 
adalah pemimpin politik pertama dalam Islam.  
Oleh karena itu, Abdu Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga 
Khilafah atau amanat besar.ia berkata  “Sesungguhnya Khilafah sama sekali tidak 
                                                             
7
 Abd. Salam Ariel, Sketsa Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Politeia Press, 2007), h. 
142-143 
 memiliki landasan-landasan dari agama. Khilafah bahkan kebalikan agama dan 
bertentangan dengan prinsip-prinsifnya”8 
Fiqh siyasah salah satu ilmu dalam rumpun fiqh telah memberikan 
beberapa prinsip terkait hubungan dalam agama dan bernegara agar nilai-nilai 
Islam dapat menuntun ke arah peradaban yang lebih gemilang, dimana prinsip-
prinsip tersebut digali melalui Al-Qur‟an dan Hadits. Termasuk mengenai 
beberapa prinsip kajian fiqh siyasah pula membahas tentang pemikiran politik 
Islam yang diwakili para pemikir muslim dari era klasik hingga kontemporer yang 
membahas mengenai agama dan negara.  
Kata khilӑfah diturunkan dari kata khalӑfa, yang berarti seseorang yang 
menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Khilafah menurut Ibnu Kaldun 
adalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk 
mewujudkan kemaslahatan dunia bagi umat dengan merujuk kepadanya, sebagai 
pengganti pembuat syariat, (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama 
dan mengatur politik keduniaan. Imӑmah adalah kepemimpinan yang menyeluruh 
yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai ganti fungsi 
Rasulullah SAW.Senanda dengan hal ini di kemukakan oleh At-Taftazani sebagai 
dikutip oleh Rasyid Ridha yaitu imӑmah adalah kepemimpinan umat dalam 
urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi dari Nabi.Demikian 
pula pendapat Al-Mawardi; “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi 
kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. 
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 Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan 
adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan 
dalam perkembangan masing-masing.Ia juga memberi pandangan, walaupun 
antara “memelihara agama dan mengatur dunia” merupakan dua bidang aktivitas 
yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan Negara atau politik tidak 
dapat dipisahkan. Didalam al-Quran memang terdapat banyak penggunaan kata 
al-dunyadanal-akhirat yang dipasangkan dan digambarkan sebagai dua kutub 
yang dikotomi baik dari segi konseptualnya maupun aktivitasnya.Tapi ditekankan 
pula, aktivitas urusan agama dan urusan dunia harus dibuat seimbang, tidak boleh  
timpang. Keduanya saling terkait.
9
 
Mengingat pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq yang memisahkan urusan antara 
agama dan negara maka saya ingin mengonsepkan pemikiran beliau tersebut 
menurut fiqh siasah terkait hal tersebut melalui prinsip-prinsip fiqh siyasah dan 
pemikiran politik terkait agama dan negara. 
Atas dasar hal-hal sebagaimana yang dipaparkan diatas dipandang baik 
mengangkat judul ini untuk dijadikan skripsi mengenai Pemikiran Ӑli Abdu al-
Rӑziq tentang Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq tentang Konsep Agama dan 
Negara? 
2. Bagaimana menurut Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq 
tentang konsep Agama dan Negara? 
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 E. Tujuandan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pemikiran Ӑli Abdu al-Rӑziq tentang Agama dan 
Negara. 
b. Untuk mengetahui menurut Fiqh Siyasah terhadap konsep pemikiran 
Ӑli Abdu al-Rӑziqtentang agama dannegara. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan 
kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang Pemikiran 
Ӑli Abdu al-Rӑziq tentang Konsep Agama dan Negara. 
b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi peneliti 
untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di 
Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
Suatu penelitian diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat, 
sehingga dapat di uji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data 
yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensi, sebab 
dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian saya 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
 
 
 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 
(Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 
membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori 
dan pendapat yang mempunyai hubungan permasalahan yang diteliti.
10
 
Dalam hal ini peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang 
berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari 
berbagai macam buku tersebut. 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang 
menggunakan metode diskriptif-analitis, artinya dengan mendeskripsikan 
pemikiran seorang tokoh yaitu Ali Abdl Raziq tentang agama dan negara  
untuk kemudian dianalisis secara logis. Sehingga mendapat suatu 
kesimpulan terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq tentang agama dan 
negara. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan 
menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena 
terhadap pemikiran-pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Agama dan Negara 
baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam 
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 pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber data dapat dikatagorikan 
menjadi dua yaitu: 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari literatur yang  langsung berhubungan 
dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari Al-Quran dan Hadits, 
buku-buku karya Ali Abdul Raziq. 
b. Data Sekunder 
Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan 
dikumpulkan dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian berupa buku, koran, media “online”, karya tulis, jurnal, dan 
artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan 
relevan dengan penelitian ini. 
3. Tekhnik Pengumpulan Data 
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 
Dokumentasi, suatu tehnik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan 
penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian
11
 dan 
mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa 
catatan, buku, surat kabar, artikel dan lainsebagainya. Tehnik ini dilakukan 
dengan cara mencari , mencatat menginventarisasi, menganalisis dan 
mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan 
serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut. 
 
 
                                                             
11
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 
Ed) Cet.4. (Jakarta: Rineka Cipta.1998). h 236 
 4. Metode Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah.Pengolahan data pada 
umumnya dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 
dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau 
relevan dengan masalah. 
b. Penandaan data (Coding), yaitu member catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber-sumber data (Buku, Literatur atau Dokumen) 
pemegang hak cipta (Nama penulis, tahun penerbit), atau urutan 
rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti. 
c. Rekontruksi Data (Recenstructing) yaitu menyusun ulang data secara 
teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan 
diinterprestasikan. 
d. Sistematis data (Systematizing),yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
12
 
Setelah mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan dengan 
mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah 
itu memberikan catatan / tanda khusus berdasarkan sumber data dan 
rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara 
berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat 
dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan 
uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik 
kesimpulan hasil dari penelitian ini. 
                                                             
12
Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Penelitian. (Bandung: TP. Citra AdityaBakti, 
2004), h. 23. 
 5. Metode Analisa Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang 
artinya “menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 
sistematis logis, danefektif, sehingga mudah untuk diinterprestasikan data dan 
pemahaman hasil analisis.
13
 
Setelah data terkumpul secukupnya ,maka peneliti membahas dengan 
menganalisis menggunaka metode-metodesebagaiberikut: 
Metode deduktif, dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian 
yang bersifat umum kepada pengertian khusus atau detail. Dengan harapan 
keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikan dan 
disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh tentang konsep pemikiran 
Ӑli Abdu al-Rӑziq mengenai agama dan negara menurut fiqh siyasah. 
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 BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Fiqh Siyasah 
Istilah fiqh siyasah merupakan takrib idhafi atau kalimat majemuk yang 
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah.Secara etimologis, fiqh merupakan 
bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha -yafqahu fiqhan yang 
berarti pemahaman yang mendalam yang akurat sehingga dapat memahami 
tujuan ucapan dan atau (tindakan tertentu). 
Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih popular didefinisikan sebagai 
berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang 
dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
14
 
Sementara siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua 
pendapat.Pertama sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, panduan 
pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi para pelaku 
tindak pidana tertentu.Yang ke dua sebagaimana dianut Ibn Taghri Bidri, 
siyasah berarti larangan dan dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan. 
Dari dua pengertian yang dipaparkan diatas dapat diambil satu pengertian 
bahwa yang dimaksut dengan fiqh siyasah yaitu pemahaman mengenai aturan 
hukum-hukum syara dalam penggelolaan suatu politik atau Negara. 
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1. Pengertian secara Harfiah 
Al siyasah berasal dari kata-kata  
َساسيسَوسيَ=َةسَادَربديََرببدتايرََ
“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. 
قلاَسلسَمو=ََمىَربدلوتوىرماَمى 
“Mengatur kaum, memerintah; dan mengurusnya” 
Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-
Qur‟an yang menyatakan : 
            
“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak memahami tentang apa 
yang kamu katakana…15.” 
 Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harpiah, kata al-siyasah berarti 
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, 
pengawasan,perekayasaan dan arti-arti lainnya. 
Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan: 
عنََ اَةريرىَبىعَنبىنلاَََ:َلاقناكتََاونبإَرسئَمهسَوستَلينلأابءايَ
“Dari Abu Huraira, telah bersabda Nabi SAW, Bani Israel dikendalikan 
oleh Nabi-nabi mereka,”16 
Secara tersirat dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang 
berkaitan satu sama lain: (1) “Tujuan” yang hendak dicapai melalui proses 
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 pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebu. Oleh karena 
itu, al-siyasah pun diartikan: 
17
 
ةسَايسلاوَمايقلاَلىءَ َىسَابمَهحلصي.ل 
“memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan” 
2. Pengertian Secara Istilah  
Pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang 
sesungguhnya. Tujuan apa yang dicapai dengan mengendalikan 
menurut fiqh siyasah ?dalam keadaan demikian, pengertian tekhnis 
akademis, mengenai siyasah dipandang perlu. Berkenaan dengan 
kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fatih Bahatsi, 
pengertian istilah siyasah adalah: 
دتََيرباصمَعلاَلحبداىلعََعرشلاَقفو 
“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara” 
 Ibn aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan:  
َايسلاسةلعفَنَاَك امَوكيَوعمَنََلىاَبَرق اَسانلاَلاصلاَوَحأعبدَنعَ
فلاسَادَاولمَنَوعَرشيَنكيََرلالوسََولاَزنََوبَلىحَو 
“Siyasah adalah segala perbuatan yang membuat manusia lebih dekat 
dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadata, sekalipun 
Rasulullah tidak  menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT, tidak 
menentukannya” 
 Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 dan 59 surat an-Nisa, Ibn 
Taymiyah mengisyaratkan unrur-unsur yang terlibat dalam proses 
siyasah: 
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 اقَلعلالامََءلَزنتَةيَلأاَاَةَلاوَفىَلىولأالأَامهيلعَرومَأنَويَلأااودَ
َانَامتإلىأازٍاوَاهلىينبَاومكحَسانلاَن اََومكيحاباعلدلَوَزناتللثةينَارلاَفىَ
يعوَنمَمىَيرغَشويلجا 
“Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa : 58) berkaitan 
dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan 
amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil,: 
sedangkan ayat kedua (an-Nisa : 59) berhubungan dengan rakyat, baik 
militer maupun non militer” 
Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fatih Bahantsi,  
member batasan: 
“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya 
kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. 
Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara 
umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah 
berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sultan dan Araja) bukan 
dari ulama: sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris 
Nabi bukan dari pemegang kekuasaan” 
Aspek  fiqh dari siyasah syar‟iyyah  tampak pada batasan yang 
diajukan oleh Abd Wahab al-Khalaf: 
“Siyasah syar‟iyyah iyalah pengurusan hal-hal yang  bersifat 
umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan 
kemaslahatan dan penolakan kemudoratan dengan tidak melampaui 
 batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy,  meskipun 
tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid”18 
Sebagaimana telah disinggung diatas, batasan-batasan mengenai 
siyasah syar‟iyyah mengisyaratkan dua unsure yang berhubungan 
secara timbale bakil, yaitu: (1) pihak yang mengatur (2) pihak yang 
diatur. Dilihat dari unsure-unsur yang terlihat dalam proses siyasah 
syar‟iyyah, maka ilmu ini “mirip” dengan ilmu politik. Seperti 
dikatakan Wirjono Prodjodikoro:  
Dua unsure penting dalam bidang politik,yaitu Negara yang 
perintahnya bersifat ekklusif dan unsure masyarakat” 
Akan tetapi jika dilihat dari segi pungsi, siyasah syar‟iyyah 
berbeda dengan politik. Sebagaimana disebutkan ahli Syariati, siyasah 
syar‟iyyah tidak hanya memjalankan fungsi pelayanan “khidmah” 
tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan 
“istilah”. Sebaliknya politik  (politique) dalam arti yang murni hanya 
menjalankan fungsi pelayanan (khidmah) bukan pengarahan (istilah). 
Perbedaan demikian tampak manakala disadari bahwa pelaksanaan 
ketatanegaraan berdasarkan perspektif fiqh islam terkait oleh 
kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syara‟, sekurang-kurangnya 
sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulliy. 
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 Oleh karena itu dikalangan kaum muslimin, politik yang  bertumpu 
pada adat istiadat, atau pengalaman hidup yang diwariskan dari 
generasi ke generasi semata dikenal dengan istilah siyasah wadl‟iyyah. 
Perbedaan diantara siyasah syar‟iyyah  dipihak yang satu dengan 
siyasah wadl‟iyyah dipihak yang lain, tentu saja , tidak harus dipahami 
secara dikotomis,. Dalam banyak kasus, siyasah wadl‟iyyah yang tidak 
bertentangan,  sekalipun tidak sama, denagn siyasah syar‟iyyah 
diterima keberadaannya oleh kaum muslimin. Singkatnya, tidak semua 
siyasah wadl‟iyyah atau politique bertentangan dengan prinsip ajaran 
Islam. 
Sebagaimana tersimak dalam pernyataan Ibn al-Qayyim, siyasah 
syar‟iyyah  adalah siyasah mengacu pada syara‟. Dalam mekanisme 
pengendalian dan pengarahan kehidupan umat terkait keharusan moral 
dan politis untik senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, 
kemaslahatan, dan kehikmahan,. Hal ini merupakan akibat langsung 
dari cirri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri yaitu: 
Seluruhnya adil, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah, 
setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kezaliman, dari 
rahmat menjadi laknat, dari  maslahat menjadi mafsadat, dari yang 
mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah. 
 Hal yang sama berlaku pula pada bidang siyasah. Tanpa prinsip-
prinsip itu, ihwal pengendalian dan pengarahan pengendalian umat 
tidak dapat disebut sebagai siyasah syar‟iyyah.19 
 
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi 
lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang 
pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian 
fiqh siayah menjadi delapan bidang .namun perbedaan ini tidaklah terlalu 
prinsip, karena hanya bersifat teknis.
20
 
Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam 
al-Sulthaniyyah , lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan 
pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), 
siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter, siyasah qadha‟iyyah (peradilan), 
siyasah harbiyyah (hokum perang) dansiyasah idariyyah (administrasi 
Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang 
kajian, yaitu siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi 
Negara), siyasahmaliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah 
dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).Sementara Abd al-
Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar‟iyyah lebih 
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 mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan 
internasional, dan keuangan Negara. 
Perbedaan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di 
Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
Undangan) 
2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hokum) 
3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 
4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 
5. Siyasah idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 
6. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik 
Hubungan Internasional) 
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan) 
8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan)21 
Berdasarkan perbedaan pendapat diata, pembagian fiqh siyasah dapat 
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.Pertama politik perundang-undangan 
(ISiyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hokum 
(tasyri;iyyah).Oleh lembaga legislative, peradilan (Qadha‟iyyah) oleh lembaga 
yudikatif dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi atau 
eksekutif.Kedua politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah 
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 Kharijiyyah).Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara 
yang Muslim dengan warga Negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-
Siyasah al-Duali al-khashsh) atau disebut juga dengan hokum perdata 
internasional dan hubungan diplomatik antara negri Muslim dan negara non-
Muslim (al-Siyasah al-Duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan 
internasional. Hokum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, 
perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan oleh warga Negara 
muslim dan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara 
lainpolitik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang.Hubungan 
dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta 
dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-
kewajibannya.Sedangkan dalam masa perang (Siyasah Harbiyyah) menyangkut 
antara lain tentang dasar-dasar diijinkannya berperang, pengumuman perang, etika 
berperang, lawan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan 
moneter (Siyasah Maliyyah) antara lain membahas sumber-sumber keuangan 
Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, 
kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.
22
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C. Prinsip Siyasah Tentang Agama dan Negara  
Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung prinsip siyasah tentang 
agama dan negara, diantaranya sebagai berikut: 
1. Menurut Al-Qur’an 
a. Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu 
     ……….. 
Artinya :  Manusia itu adalah umat yang satu.. (Q.S. Al-Baqarah 
[2] : 213) 
 
Adapun ayat lain yang menjelaskan prinsip manusia sebagai umat 
yang satu adalah sebagai berikut : 
                          
                        
 
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu….(Q.S. Al-
Hujurat [49] : 13) 
 
b. Prinsip Berkuasa 
                    
Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa 
Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa 
 dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-
orang sebelum mereka berkuasa.. (Q.S. An-Nur [24] : 5) 
 
c. Prinsip Kepemimpinan 
                           
                          
        
 
Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat…(Q.S. An-Nisa [4] : 58) 
 
Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah : 
                       
                      
                   
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
 kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya…(Q.S. An-Nisa 
[4] : 59) 
 
Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk mentaati 
Allah dan Rasul yang mana beliau adalah pemimpin Umat Muslim, 
adapun ayat lain yang menjelaskan hal yang sama adalah sebagai 
berikut : 
 
                             
                         
                     
 
Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang 
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. dan  mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan ulil Amri, di antara mereka, tentulah orang-
orang yang ingin mengetahui kebenarannya , niscahya 
orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui 
hal itu…..”(Q.S. AQ. An-Nisa [4] : 83) 
 
d. Prinsip Musyawarah 
Musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan 
keputusan urusan umat beriman.Bahkan isyarat pentingnya 
musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Quran tentang orang 
mendirikan sholat dab menafkahkan sebahgian hartanya sebagai 
orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa 
musyawarah merupakan prinsip penting dalam Islam yang 
 posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat. Adapun salah 
satu ayat dalam al-Quran sebagai berikut: 
              
 
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka…(Q.S. Asy-Syu‟ara [26] : 38 ) 
 
 
 
 
 
e. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan 
 
                       
      
 
Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 
kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 
kamu mendapat rahmat….(Q.S.  Al-Hujurat [49] : 10) 
 
f. Prinsip Persamaan 
                       
                 
Artinya: “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya 
 Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-
Hujurat [49] : 13) 
 
g. Prinsip Hubungan Antar Negara 
                              
                      
                          
        
Artinya:“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-
Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 
dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong dan membangga-banggakan diri,”(Q.S. An-Nisa 
[4] :36) 
 
h. Prinsip Tolong Menolong 
                         
                         
                     
                         
                  
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar Allahdan jangan melanggar 
kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 
qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 
berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 
berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”(Q.S. Al-Maidah [5] : 2) 
 Ayat lain yang menyinggung tentang prinsip tolong-
menolong adalah sebagai berikut: 
                    
                 
                         
Artina: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
 Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”(Q.S. At-Taubah [9] :71) 
 
i. Prinsip Membela Negara 
                              
              

Artinya: “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya 
Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya 
(kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat 
memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun.Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. At-Taubah [9] :39) 
 
j. Prinsip Hak-hak Asasi 
 
1. Hak untuk Hidup 
         ه لاَل                     
                              
    
Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, 
Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan  
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia 
adalah orang yang mendapat pertolongan..”(Q.S. Al-Isra 
[17] : 33) 
 
2. Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi 
                                   
                             
                        
        
 
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 
Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela 
dirimu sendiri  dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 
Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim..”(Q.S. Al-Hujurat 
[49] : 11) 
 
Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk tidak mencela dan 
merendahkan orang lain karna boleh jadi orang lain itu lebih baik 
dari yang mencea, dan ayat lain yang menjelaskan hal yang sama 
adalah sebagai berikut: 
                          
                          
                        
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-
sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya.dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang..”(Q.S. Al-Hujurat [49] : 11) 
 
3. Hak Berpendapat dan Berserikat 
4.                         
                             
                
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”(Q.S. An-Nisa [4] : 59) 
 
5. Hak Kebebasan Beragama, Toleransi atas Agama dan 
Hubungan antar Pemeluk Agama 
               
  
Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. ..”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 256) 
 
Adapun ayat lain adalah: 
                            
Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan.”(Q.S. Al-An‟am [6] : 108) 
                            
                    
 
 
Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 
Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang Berlaku adil.”(Q.S. Mumtahanah [60] 
: 8) 
 
k. Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksanaan 
Suatu Urusan  
                  
 
Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk dipekerjakan (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya (Dapat diserahi amanat)".(Q.S. Al-
Qashash [8] : 26) 
 
2. Menurut  Hadits 
 a. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin 
ىلعَعارَلجرلاوَعارَيرملااوَوتيعارَنعَلوسمَمكلكوَعارَمكلكََلىاَوتيب
ىلعَةيعارَةارلماوَمكلكوَهدلووَاهجوزَتيبَوتيعارَنعَلوؤسمَمكلكوَعار 
Artinya :tiap-tiap kaum adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap 
yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat 
bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah 
pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas 
mereka (Muttafak alaih).
23
 
 
b. Prinsip kebebasan berpendapat 
َهودبعتَناَوباَوَك رثتلاوَاومصتعتَناوَايشََاعيجمَللاَلببحاوقَرفتلاوَنا
ىضَريَللاََاشلاشَمكل 
Artinya : Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kamu tiga hal bahwa 
hendaklah kamu menyembah-Nya dan jangan 
menyekutukannya, bahwa kamu berpegang kepada tali Allah 
dan jangan kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi 
nasehat (Kritik) terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin 
kamu.
24
 
c. Prinsip Dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau 
Pelaksanaan Suatu Urusan 
تنافَةناملااَتعيضَازاَايَاهتعَاضاَفيَك :َلاقَةعَاسلاَرظتنَافََر
لوسَ؟للاَدنساَازاَ:َلاقَولىاَيرغَلىاَرملااَةعاسلاَرظتنافَ
Artinya : Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa 
kehancuran, Ditanya: “Bagaimana yang dimaksud 
menghilangkannya?” Beliau menjawab, “Jika suatu perkara 
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.” 
                                                             
23
 Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Al-Maktab Al-Islami, Jilid II, t.t, h. 5 dan 54 
24
H.R. Muslim 
 d. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin  
َرايخيزلاَمكتماَوبتحَنَوبيحوَمنهنولصتوَ,َمكنََ,مكيلعَمكتمارارشو
نيزلاََوضغبتمنهَوضغبيوَ,مكنَونعلتوََمنهمكنَونعليوَ
Artinya : Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-
pemimpin yang mencintai mereka (Rakyat) dan mereka 
mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu 
mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin 
kamuyang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu 
benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat 
mereka dan mereka melaknat kamu.(H.R.Ahmad).
25
 
Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas tampak bahwa Al-Qur‟an dan Sunah 
Rasul tidak menentukan system dan bentuk tertentu mengenai kehidupan 
bernegara yang harus di ikuti umat Islam, melainkan dasar-dasarnya saja.Tapi 
dari dasar dan prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan system social 
pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman.Artinya, 
sistem dan bentuk pemerintahan serta tehnis pengelolaan diserahkan kepada 
kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang 
timbul pada tempat dan zaman mereka.
26
 
D. Konsep Agama dan Negara Menurut Ulama 
Wacana seputar konsep Negara Islam telah melahirkan kontroversi dan 
polarisasi intekektual di kalangan pemikir politik Islam.Apakah benar 
misalnya Rasulullah pernah mendirikan atau menganjurkan Negara Islam 
(Islamic state), bukan Negara suku , (clannish state) seperti yang di 
kemukakan Ali Abdu ar-Raziq. Apakah institusionalisasi Islam dalam bentuk 
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 Negara merupakan kewajiban syari‟at ataukah semata-mata kebutuhan 
rasional seperti yang diteorikan Ibnu Khaldun. 
Secara garis besar terdapat dua kekuatan dalam memandang Islam dan  
Negara. Pertama kaum subtansialis, yang memiliki pokok-pokok pandangan 
sebagai berikut : 
1. Bahwa substansi atau kandungan iman dan amal lebih penting dari 
pada bentuknya. 
2. Pesan-pesan Al-Quran dan hadis, yang  bersifat abadi dalam esensinya 
dan universal dalam maknanya, harus ditafsirkan kembali oleh masing-
masing generasi kaum muslim sesuai dengan kondisi social pada masa 
mereka. 
3. Mereka menerima struktur penerimaan yang ada sekarang sebagai 
bentuk Negara yang final. 
Negara dan agama menurut pandangan Ibn Taimiyah(Tokoh Sunni 
Salafi), ialah saling berkaitan menjadi satu.Tanpa kekuasaan negara yang 
bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya.Tanpa disiplin hukum wahyu, 
negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.27 
Selanjutnya menurut al-Ghazali dalam bukunya “Aliqtishad fi 
Ali‟tiqat”  mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar, 
agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaaan, negara adalah penjaga segala 
sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak 
memeiliki penjaga akan sia-sia. 
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 Ajaran normative bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari 
Negara di dukung pula oleh pengalaman umat Islam di Madinah dibawah 
kepemimpinan Nabi Muhammad. Terhadap paradigm ini, penjelasan lebih 
tegas dikemukakan Bahtiar Effendy yang mengemukakan bahwa pada ujung 
satu spectrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus 
menjadi dasar Negara dan Syari‟ah harus diterima sebagai konstitusi Negara, 
kemudian mengenai kedaulatan politik ada ditangan Tuhan oleh karena itu 
gagasan tentang Negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep 
ummah yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan. Beberapa 
tokoh pemikir lain seperti Rasyid Ridha, sebagai seorang yang kecendrungan 
tradisional begitu percaya dengan lembaga kesultanan usmani yang 
menurutnya adalah juga kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari 
keturunan Quraisy dan Arab. 
 Rasyid Ridha tampaknya menutup mata terhadap despotisme 
kesultanan Usmani. Kekhalifahan Utsmani baginya merupakan pranata 
politik supra nasional yang mewakili nabi pasca Abbasiah yang 
mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia yang perlu 
dihidupkan dengan tugas untuk mengatur urusan dunia dan agama, suatu 
pemikiran yang sama persis dengan pemikiran Al-Mawardi. Alasannya 
karena Al-Qur‟an, hadis, dan ijma‟pun menghendakinya. 
 Tentu saja ahlul al-hall wa al-„aqd, sebagai lembaga pemilih 
khalifah juga perlu dibentuk. Hanya saja lebih maju disbanding pemikir 
politik Islam klasik yang realis pada masa klasik dan pertengahan, 
 walaupun untuk khalifah menurutnya mesti seorang ahli fiqh yang karena 
nya untuk mempersiapkannya perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi 
keagamaan, tetapi untuk ahlul al-hall wa al-aqd anggotanya bukan saja ahli 
agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid melainkan juga  pemuka 
masyarakat dari berbagai bidang. 
 Berbeda dengan pemikir politik sebelumnya, lembaga 
representative itu dalam pandangannya juga bertugas mengangkat 
khalifah, mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyelewengan 
khalifah, dan menurunkannya jika dibutuhkan, sekalipun dengan perang 
atau kekerasan, demi kepentingan umum.Meskipun pandangan-pandangan 
Rasyid Ridha sulit diterima untuk konteks kekinian, dimana Rosenthal 
menganggapnya berada dalam posisi utopis dan romantis.
28
bagaimanapun 
Rasid Ridha telah berhasil mempromosikan tradisi dan merancangkan 
gagasan dasar bagi para penganjur Negara Islam.
29 
 Selanjutnya beliau mengakui prinsif syura (Musyawarah) dan 
aplikasi prinsif itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam 
diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam kontek 
pandangan semacam ini, system politik modern dimana banyak Negara 
Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya 
diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran 
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 Islam.
30
Diantara mereka yang masuk ke dalam kategori pendukung alur 
pemikiran semacam ini adalah Syekh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, dan 
pemikiran Pakistan Abu A‟la Al-Maududi dan Ali Al-Nadvy.31 
 Denagn demikian dalam perspektif teokrasi bemberlakuan dan 
penerapan hokum Islam sebagai hokum fositif Negara adalah hal yang 
nniscahya sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini yang di kutip Marzuki 
dan Rumaidi, bahwa dalam Negara Islam wewenang menetapkan hokum 
berada pada Tuhan.Tiada seorangpun yang berhak menetapkan 
hokum.Dan yang boleh berlaku hanyalah hokum dari Tuhan.
32
Pernyataan 
Khomeini ini diperkuat dengan pernyataan Abu A‟la Al-Maududi, salah 
satu pendukung paradigm ini, bahwa kedaulatan adalah milik Allah.Dia 
(Allah) sendirilah yang menetapkan hokum. Tak seorang pun bahkan 
Nabipun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau 
kemauan sendiri. Nabi sendiri juga terikat oleh perintah-perintah Allah. 
Islam, menurut pandangan mayoritas ulama Muslim bukan hanya agama, 
tapi juga kebudayaan. Sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, 
pemerintahan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang ada, 
terutama pembentukan negara dengan rakyat dan wilayahnya. Dengan kata 
lain, islam itu meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem politik, 
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 ekonomi, etika dan kemasyarakatan. Kalau ia hanya tata agama, ia tidak 
akan membentuk masyarakat dan negara seperti yang ada di Madinah. 
 Fakta tersebut tidak saja menjadi keyakinan sebagian besar ulama Islam, 
tetapi juga diakui oleh banyak orang Barat dan kaum orientalis, sebagaimana 
diutarakan oleh Dhia‟ al-Din Rais, yang diantara mereka adalah: 
1.      Dr. Firt Grald berpendapat, bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan 
juga sebuah tatanan politikyang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
2.      Dr. C. A. Nollino berpendapat, bahwa pada saat yang sama Muhammad 
sekaligus memberikan agama dan negara, sedangkan peraturan-peraturan 
negaranya selalu tepat sepanjang hidupnya. 
3.      Dr. Schatt berkata, islam lebih sekedar agama, ia juga menjabarkan 
hukum dan politik. 
4.      Dr. Thomas Arnold berkata, Nabi SAW., seorang kepala agama dan 
kepala negara, 
 Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa integritas masyarakat islam 
(umat) yang didirikan dan dibina oleh Nabi SAW., menampakkan keterikatan 
antara negara dan agama. Argumen ini, dikuatkan lagi oleh penuturan Nurcholish 
Madjid sebagai dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa salah satu karakteristik agama 
islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan dibidang politik. 
Kenyataan itu menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para 
ahli dan awam., baik muslim maupun non muslim, seperti telah diuraikan dahulu, 
bahwa islam adalah agama yang terkait erat dengan persoalan kenegaraan. Bahkan 
disinyalir sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia muncul 
 ungkapan bahwa “islam adalah agama dan negara” (al-Islam Din wa dawlah) yang 
mengindikasikanpertautan antara agama dan negara.33 
E. Menurut Pemikir Kontemporer Relasi Agama dan Negara 
Hubungan negara dan agama ibarat ikan dan airnya.Keduanya 
memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat.Negara Indonesia sesuai 
dengan konstistusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi 
seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD 
pasal 33, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak 
mampu sesuai dengan maratabat kemanusiaan (ayat 2); negara bertanggung 
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan 
umum yang layak (ayat 3). Selain itu, negara juga berkewajiban untuk 
menjamin dan melindungi hak-hak dan warga negara dalam beragama sesuai 
dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi 
dan berekspresi, dan sebagainya. 
 Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak 
warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga 
negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. 
Misalnya, warga negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol 
jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme kontrol tidak langsung 
melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara 
                                                             
33
 M. Sidi Ritaudin, Etika Politik Islam, (Jakarta: Tranmisi Media, cetakan 1, 
2012) h. 109-111 
 langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung jawab.Cara 
melakukan kontrol secara langsung bisa dilakukan melalui, misalnya, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), pers, atau demonstrasi yang santun dan tidak 
mengganggu ketertiban umum. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin 
hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan 
proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas 
publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain 
memberikan pelayanan publik yang profesional.
34
 
Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi 
Negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan 
bermasyarakat negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan 
antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas unuk megatur 
hubungan manusia dengan Tuhannya. 
 Hubungan antara Agama dan Negara menimbulkan perdebatan yang terus 
berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakekatnya Negara merupakan suatu 
persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai 
mahluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia 
tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai 
manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia 
dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian 
negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia 
adalah pendiri negara itu sendiri. 
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  Berdasarkan uraian diatas konsep hubungan negara dan agama sangat 
ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing masing keyakinan manusia 
sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan 
manusia berikut di uraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan 
negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut: 
 
 
1.      Hubunghan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi. 
 Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai 
dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena 
pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman 
Tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas 
titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham 
teokrasi  juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. 
 Sistem  pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. 
Sistem pemerintahan teokrasi  langsung adalah raja atau kepala negara 
memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini  adalah atas 
kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula.sedangkan 
sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan tuhan 
sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama 
Tuhan.  Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan dengan 
 demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama dan agama 
dengan negara tidak dapat dipisahkan.
35
 
2.      Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Sekuler 
 Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara 
dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan 
agama. Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan 
manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan 
manusia dengan tuhan dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat 
dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya 
Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa 
saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan 
agama.
36
 
3.      Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Komunisme 
 Paham komunisme ini memandang hakekat hubungan agama dan negara 
berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis paham ini 
menimbulkan paham Atheis (tak bertuhan) yang dipelopori Karl Marx 
menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agama dalam hal ini dianggap 
suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. 
Manusia adalah dunia manusia  sendiri yang kemudian menghasilkan 
masyarakat negara sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis 
mahluk manusia dan agama adalah keluhan mahluk tertindas. Oleh karena itu 
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 agama harus ditekan dan dilarang nilai yang tertinggi dalam negara adalah 
materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. 
 
4.      Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam  
 Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang 
paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara oleh 
karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah 
urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa islam tidak 
ada hubungannya dengan negara karena islam tidak mengatur kehidupan 
bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak 
mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa 
islam tidak mencakup segala-galanya  tapi mencakup seperangkat prinsip dan 
tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. 
 
Hubungan islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke 
dalam tiga (3) pandangan: Integralistik, Simbiotik, dan Sekularistik. 
A.      Paradigma Integralistik 
 Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara 
teokrasi islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan 
dua lembaga yang menyatu (integrated). Paham ini juga memberikan 
penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus 
lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa islam tidak mengenal 
pemisahan antara agama (din) dan politik atau negara (dawlah). 
  Dalam pergulatan islam dan negara modern, pola hubungan integratif ini 
kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa 
kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip 
keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan 
paham islam ad-Din wa dawlah (islam sebagai agama dan negara), yang 
sumber hukum positifnya adalah hukum islam (syariat islam). Paradigma 
integralistik ini antara lain dianut oleh negara Kerajaan Saudi Arabia dan 
penganut paham Syi‟ah di Iran. Kelompok pecinta Ali ra.Ini menggunakan 
istilah Imamah sebagaimana dimaksud dengan istilah dawlah yang banyak di 
rujuk kalangan Sunni. 
B.      Paradigma Simbiotik 
 Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada 
posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis 
mutualita).Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai 
instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama.Begitu pula 
sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan 
spiritualitas warga negaranya. 
 Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangan Ibnu 
Taimiyah tentang negara sebagai alat agama di atas.Dalam kerangka ini, Ibnu 
Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan 
manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa 
kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak.Pendapat Ibnu 
Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan 
 dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan.Oleh karenanya, 
konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya 
kontrak sosial (social contract), tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama 
(syariat). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, 
sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Model pemerintahan negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada 
kelompok paradigma ini.
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C.      Paradigma Sekularistik 
 Paradigma sekularistik beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas 
antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang 
berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga 
keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan 
intervensi. Negara urusan publik, sementara agama merupakan wilayah 
pribadi masing-masing warga negara. 
 Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang 
berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui social 
contract yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (syariat). Konsep 
sekularistik dapat ditelusuri pada pandangan Ali Abdul Raziq yang 
menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW.pun tidak 
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 ditemukan keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara islam. 
Negara Turki dapat digolongkan ke dalam paradigma ini.
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 Ketiga paradigma di atas, meskipun tidak persis sama, tapi hampir mirip 
dengan pendekatan trikotomi yang ditawarkan oleh Bahtiar Effendy dalam 
menafsirkan islam politik di Indonesia sebagai tinjauan teoritisnya, yaitu 
pendekatan kelompok fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Kelompok 
fundamentalis menentang pemikiran sekuler, pengaruh Barat dan Sinkritisme 
kepercayaan tradisional dan menekankan  keutamaan agama atas politik. 
Kelompok reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tapi mau 
bekerja sama dengan kelompok-kelompok sekuler atas landasan yang sama-
sama disepakati. Kelompok pertama menempati paradigma integralistik dan 
kelompok kedua mengakses paradigma simbiotik. Sedangkan kelompok 
akomodasionis tentu tidak bisa serta merta disamakan dengan sekuler, karena 
sifat dasar dari akomodatifnya kelompok ini demi persatuan dan kesatuan 
umat serta berpegang pada kepentingan islam secara keseluruhan. 
 Terlepas dari pendekatan mengenai paradigma di atas, yang jelas yang 
sudah mengkristal di kalangan muslim bahwa konsep umat sangat 
menekankan agar menjaga kesatuan organis dan kohesi psikologis tatanan 
sosial universal tidak partularistik. Al-Qur‟an dengan lantang menegaskan 
bahwa semua berasal dari Yang Satu, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa agar bersaudara dan saling tolong-menolong satu sama lainnya. 
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 Universalitas ini tidak dapat dibatasi kasta, kelas atau warna kulit bahkan 
wilayah dalam arti pelaksanaan syariat islam. Dengan demikian, pemaknaan 
umat lebih bersifat pluralistik. 
 BAB III 
BIOGRAFI ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA 
A. Biografi Ӑli Abdul Al-rӑziq dan karya-karyanya 
1. Biografi Ӑli Abdul Al-rӑziq  
Ӑli Abdul al-rӑziq lahir pada tahun 1888 M dan wafat tahun 1966 M., di 
Menya, Mesir.Ia lahir ditengah-tengah keluarga feudal Mesir yang aktif 
dalam kegiatan politik pada hizb al-Ummӑh yang mempunyai intim dengan 
penjajah Inggris. Partai ini adalah saingan dari Hizb al-watan. 
Ayahnya Hasan Abd.Ar-Raziq adalah seorang pasha besar yang 
mempunyai pengaruh dan memiliki banyak tanah.Hasan merupakan aktivis 
politik yang cukup penting saat itu. Ia bahkan pernah menjabat wakil ketua 
Hizb al-Ummӑh  pada tahun 1907. Setelah revolusi 1919, dibentuk partai 
politik baru yang bernama Hisb al-Abrar al-Dusturiyah, partai ini adalah 
kelanjutan dari partai Hizb al-Ummӑh yang punya hubungan erat dengan 
Inggris. 
Ӑli abdul al-Rӑziq merupakan putra dari seorang sahabat Muhammad 
Abduh. Dia seperti saudaranya, adalah seorang penganut dan murid dari 
Abduh, meskipun mungin tidak sempat belajar banyak  secara langsung 
darinya.Ini mengingat ketika Abduh wafat tahun 1905.Ar-Raziq baru berusia 
kira-kira tuju belas tahun, berbeda dengan saudaranya, yakni Mustafa Abd al-
Raziq yang pernah di Paris dan menjabat Rektor Al-Azhar pada tahun  
 1945-1947, Ӑli Abdul al-Rӑziq justru menjalani sisa hidupnya dengan 
penuh ketidakpastian.
39
 
Dalam usia muda sekitar 10 tahun, Ӑli abdul al-Rӑziq memulai belajar di 
Al-Azhar. Ia belajar kepada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat Abduh. 
Ahmad Abu Khalwat, seperti juga Abduh adalah murud Jamal ad-Din al-
Afgani. 
Sejak 1910 ketika ia berusia 22 tahun, Ӑli Abdul ar-Raziq mengikuti 
kuliah di Al-Jami‟ah Al-Mishriyyah atau Universitas Mesir (sekarang 
Universitas Cairo) selama hamper 2 tahun. Kuliah-kuliah terpenting yang 
diikutinya, antara lain, studi sejarah sastra arab dan sejarah filsafat, masing-
masing diberikan oleh Nallino dan Santillana. pada usia 23 tahun, Ali Abdul 
ar-Raziq berhasil menyelesaikan program studinya di Universitas Al-Azhar.
40
 
Setelah memperoleh ijazah  Alimiyyahdari Al-Azhar tahun 1911 Ali 
Abdul al-Raziq mulai memberikan kuliah di universitas tersebut tahun 1912. 
Pada pertengahan tahun ini ia berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik 
dan ekonomi di Universitas Oxford. Disana ia banyak membaca dan 
mempelajari ide-ide barat. Sebelum genap 2 tahun studi disana, ia terpaksa 
harus pulang ke Mesir, karena terjai perang dunia ke I. 
Pada tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan diangkat sebagai hakim di 
Mahkamah Syar‟iyyah. Dalam kedudukannya sebagai hakim itulah, ia 
mengadakan penelitian yang hasilnya ia bukukan dalam sebuah karya tulis  
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 berjudul Al-Islӑm Wa Ushủl al-Hukm; babs fi al-Khilӑfah wa al-
Hukumah fi al-Islam (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian tentang 
Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan pada April 1925. 
Karena prestasi yang berhasil ditunjukannya, disamping memangku jabatan 
penting, ia juga sempat diangkat menjadi  mentri Wakaf. 
Ali Abdul al-Raziq adalah sarjana muslim yang pertama kali dicatat 
sejarahnya sebagai orang yang melancarkan propaganda dengan pena-nya 
menentang adanya Khilafah dan menganjurkan agar umat Islam mengambil 
sekularisme dan nasionalisme dalam kehidupannya. 
Peristiwa paling penting dalam kehidupannya Ӑli Abdul ar-Rӑziq 
menjadikan namanya termasyhur adalah penerbitan bukunya,Al-Islӑm Wa 
Ushủl al-Hukm. Begitu terbit dan dibaca para ulama dan pembaca lainnya, 
serta merta ia mendapat tanggapan dan bantahan keras. Buku itu terkait erat 
dengan persoalan yang krusial saat itu, masalah Kekhalifahan (Khilafah).
41
 
Sekitar masa diterbitkannya buku Ӑli Abdul ar-Rӑziq tersebut di Kairo 
pada tahun 1925, Ziya Gokalp dan Mustafa Kemal Attaturk di Turki serta 
Lutfi as-Sayyid dan Sa‟ad  Zaglul di Mesir telah melaksanakan tindakan-
tindakan untuk menhapus bekas pengaruh Islam dari pemerintahan negaranya 
, masing-masing ,paling tidak tokoh-tokoh secular ini memiliki keberanian 
terang-terangan memisahkan diri dari cita-cita Islam. Ali Abdul ar-Raziq juga 
mencuatkan polemic dengan asumsi, bukan saja umat Islam harus mengambil 
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 system-sistem politik Eropa, tetapi Islam itu sendiri tidak ada hubungannya 
dengan Negara. 
Terbitnya buku Ali Abdul ar-Raziq tersebut mendapat tantangan hebat 
dari berbagai pihak.Hal ini karena pandangannya bertolak belakang dengan 
consensus yang selama ini disepakati para ulama yang meyakini bahwa 
khilafah adalah sebagian yang takterpisahkan dari Islam.Mereka menilai ide 
Ali Abdul ar-Raziq tersebut merusak kebenaran yang telah mapan dalam 
sejarah umat Islam. 
Publikasi buku tersebut juga telah memunculkan perdebatan hebat di 
Mesir yang tak pernah usai.Perdebatan itu juga dipicu karena Ali Abdul ar-
Raziq termasik ulama Al-Azhar pertama yang mendeklarasikan 
pernyataannya “Islam adalah agama; bukan Negara, Islam adala,  sebuah 
wahyu; bukan pemerintahan” . Tesis utama inilah yang menabrak arus utama 
keyakinan masyarakat dan ulama saat itu yang mengimani bahwa Nabi 
Muhammad adalah seorang pendiri Negara sekaligus agama. 
Buku ini banyak mendapat kritik dari ulama Al-Azhar, karena kritiknya 
terhadap system pemerintahan yang dilaksanakan “sekelompok umat Islam” 
selama sekitar 13 abad, dan terdapat teori-teori politik para ulama zaman 
klasik dan pertengahan.  Konklusi-konklusi yang dikemukakannya 
merupakan hasil penelitian dan analisanya terhadap ayat-ayat al-Qur‟an dan 
kepemimpinan Nabi, teori-teori politik para ulama dan praktik pemerintahan 
sistimkhilafah .Buku tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 
1925.Akibat bukunya tersebut Ali Abdul ar-Raziq dikutuk dan dikucilkan 
 majelis ulama Al-Azhar, serta diberhentikan dari jabatan dan keanggotaannya 
sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan. 
Karena diberhentikan dan dilarang berkiprah di jabatan public, dia 
mencurahkan waktunya di akademi bahasa Arab (The Academy of Arabic 
Language) yang ada di Kairo. 
Lalu rapatlah majelis ulama besar Al-Azhar akhirnya memutuskan, buku 
Al-Islam wa Ushul al-Hukm bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya, ia 
tidak lagi diakui sebagai ulama, dan namanya dihapus dari daftar ulama Al-
Azhar. Ia wafat pada 22 September 1966, ketika berusia 78 tahun.
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2. Karya-karya Ali Abdul ar-Raziq 
Sepanjang hayatnya Ali Abdul ar-Raziq hanya menulis satu buku yang 
tidak begitu tebal dan diterbitkan pada tahun 1344 H/1925. 
a. Al Islam Wa Ushủl al-Hukm; Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-
Islam (Islam dan Dasar-dasar Pemerintaha; Kajian tentangKhilafah  dan 
Pemerintahan dalam Islam). “Tidak ada Negara islam” itulah inti dari 
pendapat controversial Ali Abdul ar-Raziq yang tertuang dalam buku 
tersebut.
43
 
b. Al-Ijma fi al-Syari’ah al-Islamiyyӑh (Ijma‟ dalam Syariat Islam) pada 
tahun 1947. Isinya adalah kumpulan ceramah yang disampaikan 
dihadapan mahasiswa program diploma Syariah Universitas Kairo. 
Dalam buku tersebut Syekh Ali berusaha menerangkan hakikat Ijma‟ 
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 kemungkinan terjadinya Ijma‟ legalitasnya, hukumnya dan posisi Ijma‟ 
diantara dasar-dasar hukum lain. 
c. Min Atsar Mushthofa Abdirraziq (Warisan-warisan Mushthofa 
„Abdurraziq) pada tahun 1957. Di dalamnya, Syekh Ali menceritakan 
perjalanan kehidupan saudarannya dengan analisis yang tajam dan juga 
kritikan. 
Artikel dan makalah yang belum dikumpulkan menjadi satu.Diantaranya 
adalah artikel dan makalah mengenai perjalanannya ke Afrika Selatan.Selain 
itu ada juga kumpulan ceramah di Ma’had al-Dirasat al-Arabiyyah al-Ulya 
(Institusi Studi Arab Program Pasca Sarjana) yang membahas mengenai 
kehidupan Muhammad Abduh.
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B. Situasi Pemikiran Politik Pada Masa Ali Abdu al-Raziq 
Landasan semua pemikiran umat muslim tentang agama, sudah barang 
tentu adalah Al-Qur‟an Berbeda dengan Beibel, Al-Quran bukan kumpulan 
dari beberapa kitab dari zaman yang  berbeda-beda dan dari banyak penulis 
yang tidak sejaman. Ia merupakan kitab kitbah yang disampaikan (secara 
lisan) oleh Muhammad dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun terakhir masa 
hayatnya, terutama yang terdiri dari ayat-ayat pendek mengenai ajaran agama 
maupun akhlak, bantahan-bantahan terhadap orang yang mengingkarinya, 
sebagai komentar kejadian-kejadian baru, dan beberapa aturan tentang 
masalah-masalah social dan hukum.  
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 Penting bagi kita untuk memahami betapa lebarnya kesenjangan antara 
pendidikan agama dan pendidikan secular di Mesir, ini berikut 
konsekuensinya yang sangat jauh jangkauannya.Hal ini tidak hanya 
menempatkan suatu sekolah dalam posisi berlawanan dengan sekolah lainnya 
dan juga suatu universitas dan universitas lainnya.tetapi lebih juga dari paktor 
manapun. mendorong timbulnya perpecahan di kalangan umat muslim , yang 
terutama tampak di kota-kota besar yang menempatkan kelompok ortodok 
dengan posisi berlawanan dengan kelompok yang “diibaratkan” dalam 
hamper kegiatan social maupun intelektual, dalam cara berpakaian, sikap 
hidup, kebiasaan-kebiasaan, dalam masyarakat, hiburan, sastra, bahkan dalam 
percakapan mereka. 
45
 
Kenyataan tentang adanya kesenjangan dan perlunya diakhiri 
kesenjangan inilah yang mendorong timbulnya modernism (Islam) itu.Pada 
saat yang sama, ia menampilkan pengertian-pengertian dilemmakemana 
gerakan pembaharuan itu dipaksa masuk tampa apapun. Disatu pihak, dalam 
upaya menuju pormulasi prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang 
modern, para pembaharu itu sebagaimana semua pembaharu lain sebelum 
mereka, pada semua kelompok masyarakat, yang secular maupun yang 
beragama, hanya menjangkau sebagian besar kalangan terpelajar, tidak 
menyentuh rakyatkebanyakan. Karena itu pengaruh mereka jauh lebih besar 
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 dikalangan umat muslimterpelajar di luar klompok ahli-ahli agama 
(Ulama).
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Tetapi pada abat ke-19, pandangan dari kalangan terpelajar mengenai hal-
hal ini semua mengalami perubahan secara cepat.Sebagai pengganti teologi 
rasional pertahanan agama yang baru dipercayakan kepada kesadaran 
bertuhan yang terdapat dalam jiwa manusia.dan kecenderungan untuk 
menekankan Tuhan ini, bukan Tuhan transenden, diperkuat dengan 
berlakunya konsep perkembangan atau evolusi.secara tepat dapat dikatakan 
bahwa, dalam kenyataan ini salah satu perbedaan tajam antara Barat yang 
Kristen dan dunia Islam. Sementara di Barat banyak ahli teologi yang 
mencoba membentu kembali pemikiran agama sesuai dengan ide-ide filsafat 
dan sejarah yang berlaku, di kalangan para ulama Muslim justru tidak ada 
kegiatan semacam itu kecuali dengan batas yang sangat kecil kita melihatnya 
dalam kegiatan Syekh Muhammad Abduh.Sikap sebagian besar ulam 
ortodoks itu mirip dengan sikap pemimpin Gereja Katolik Romawi terhadap 
masalah serupa dalam peradaban kita.Ia menolak tegas untuk menyetujui 
segala macam bentuk dukungan terhadap filsafat dan sains-sains baru itu. 
Dengan pengetahuan selintas mengenai situasi politik (Khususnya 
keadaan kekhalifahan) di Timur Tengah ketika itu, pada tahun 1947, catatan 
politik Ali Abdu ar-Raziq yang di kemas dalam buku yang berjudul al Islam 
wa Ushul al-Hukm menggemparkan Mesir dan dunia Islam.Buku tersebut 
mengejutkan raja Fuad (Penguasa Mesir) waktu itu, bahkan ia marah, 
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 karemna Ali Abdu ar-Raziq telah menghancurkan impian kekhalifahan, dan 
menggoyang kekuasaan raja.  
Pada masa itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang despotic dan tiran. 
Tidak ada seorangpun yang sanggup menyuarakan kebenaran mengkritik raja 
Fuad.Namun Ali Abdu ar-Raziq seorang hakim yang masih muda berani 
melawan raja Fuad dengan jiwa yang semangat baru.Hingga sekarang, 
pemikiran Ali Abdu ar-Raziq tentang Khilafah dan negara Islam masih 
kontroversional, banyak yang mendukung pemikirannya, namun tidak sedikit 
pula yang menentangnya.
47
  
Pemikiran politik Ali Abdu al-Raziq tidak bias lepas dari situasi politik 
yang berlangsung pada hayatnya. pengaruh ini bias dilacak pada besarnya 
pengaruh pemikiran Abduh pada masa sekitar tahun 1900-an. Ia menjelaskan 
bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan dan semua rakyat Mesir 
memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, 
baik dalam bidang politik, ekonomi dan dimuka hukum tanpa 
mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera 
dalam program partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya 
yang reseptif dan akomodatif terdapat peradaban Barat. Maka tidak heranjika 
dikalangan sementara sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah 
kecenderungan ke arah nasionalisme dan atau “sekularisme.” barangkali yang 
lebih kuat adalah makin menguatnya nasionalisme dan paham sekularisme 
yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam 
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 Mesir yang mengenyam pendidikan Barat.Pemikirannya bahkan telah 
melampaui dari gagasan-gagasan pemikiran Abduh. 
C. Pemikiran Ali Abdul ar-Raziq tentang Agama dan Negara 
Latar belakng pemikiran politik Ali Abdul ar-Raziq tidak bias lepas dari 
situasi politik yang berlangsung pada hayatnya. Pengaruh ini bias dilacak 
pada besarnya pengaruh pemikiran Abduh pada masa sekitar tahun 1900-an. 
Ia menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan dan 
semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai 
hak-hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan dimuka hokum 
tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang 
tertera dalam parta Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang 
reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat.Maka tidak heran jika 
dikalangan sementara, sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah 
kecenderungan kearah nasionalisme, dan atau “sekularisme”.Barangkali yang 
lebih kuat adalah menguatnya nasionalisme dan paham sekularisme yang 
memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam, Mesir 
yang mengenyam pendidikan Barat.
48
 
1. Hukum Mendirikan Khilafah  
Bagi mereka mengangkat khalifah merupakan suatu kewajiban yang jika 
tidak dilaksanakan maka orang Islam akan berdosa. Diantara mereka terjadi 
perselisihan pendapat mengenai apakah kewajiban itu berdasar pada Syara’ 
atau akal kami tidak berkepentingan membahas hal terseut tetapi mereka 
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 tidak berbeda mengenai bahwa dalam segala keadaan keberadaan Khalifah 
merupakan keharusan, Ibn Khaldun bahkan menganggap kewajiban tersebut 
disahkan oleh Ijma’ (Konsensus).Ia berkata 
“Sebagian kelompok menolak anggapan wajibnya membangun ke 
Khalifa-hanbaik secara akal maupun Syara’, diantara mereka adalah al-
Asamm yang berasal dari kelompok Khawarij dan masih ada yang lain. Bagi 
mereka yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hokum-hukum Syara’,  
sebab jika umat telah berkeadilan dan telah melaksanakan hokum Allah, 
keberadaan imam tidak lagi di butuhkan begitu juga menegakkannya, 
pendapat mereka ini kalah dengan Ijma’ “49 
Dalil mereka tentang kewajiban mendirikan Khilafah. 
Pertama.Ijma’ sahabat dan Tabi‟in “Sebab segera setelah mangatnya 
Rasul Saw, para sahabat membaiat Abu Bakar r.a, menyerahkan urusan-
urusan mereka kepadanya.Begitu juga pada periode-periode sesudahnya, 
masyarakat tidak pernah ditelantarkan dalam kekacawan tanpa imam. 
Kedua; denagn mengangkat imam akan tampak syi‟ar agama kepentingan 
rakyat, seperti amar ma’ruf nahi munkar. Yang keduannya akan terlaksana. 
Apabila tidak ada seseorang yang bertindak melaksanakannya, unsur-unsur 
rakyat bakal kacau, bahkan yang terjadi chaos, kezaliman dimana-mana, 
anarkisme merajalela, tidak aka nada penyelesaian kemelut, padahal hal 
tersebut merupakan kebutuhan masyarakat.Menyelenggarakan sesuatu yang 
dapat menopang pelaksanaan fardu adalah juga fardu, dengan demikian 
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 mengangkat imam adalah fardu.Seperti halnya anr dan nahi  yangtergantung 
kepada penegakan imam. Demikian pula al-kulliyyat as-sitt yang diperlukan 
untuk memelihara larangan dan hudud yang telah dijelaskan oleh 
Syari‟.Kulliyyat as-sitt adalah memelihara agama jiwa, akal, dan keturunan, 
harta benda, dan kehormatan.
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Dalam diskursus yang berkembang diantara para ulama yang 
berpandangan bahwa mendirikan imamah merupakan kewajiban, kami tidak  
melihat ada orang yang mencoba mengajukan dalil-dalil ke fardu-annya 
dengan ayat yang diambil dari Kitab Allah. Sungguh, kalau saja dalam al-
Kitab ditemukan satu dalil saja tentunya para ulama tidak akan ragu untuk 
mengemukakannya. Atau andai dalam al-Kitab al-Karim didapati sesuatu 
yang serupa dalil atas wajibnya imamah tentu para pendukung khilafahakan 
menemukannya, karena banyak dari mereka yang berupaya mengambil yang 
mirip dalil sebagai dalil. Tetapi para penulis tidak sanggup menemukan 
hujjah dari al-Kitab untuk mendukung pandangan mereka.Akibatnya seperti 
yang kita lihat, mereka kadang berpaling pada Ijma’ dan kadang menoleh 
pada standar-standar logika dan hokum-hukum akal. 
Ada beberapa ayat Al-Quran yang harus kita pahami hakikat maknanya, 
agar kita tidak berandai-andai bahwa ia berkorelasi dengan persoalan 
imamah, seperti firman Allah “Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada 
Allah dan taatilah Rasul serta Ulil Amri diantara kalian” (QS 4:6), juga kalau 
mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, 
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 tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) 
mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) (QS 4:58) dan seharusnya. 
Hanya saja kami tidak menemukan ada ulama yang mengklaim telah 
menemukan sesuatu pada ayat tersebut yang dapat dipakai sebagai dalil, juga 
orang yang berpegang teguh pada ayat tersebut.Agar tidak terjadi 
pemborosan kata dan tidak terjadi „perang tanpa musuh‟ kami tidak ingin 
memperpanjang pembahasan tentang ayat tersebut. 
Ketahuilah kata Uli al-amr pada ayat pertama oleh para ulama ditafsirkan 
sebagai para pembuka hokum muslimin pada masa Rasul dan masa 
sesudahnya termasuk para khalifah, qadi dan komandan pasukan termasuk 
dalam barisan mereka adalah ulama Syara’, atas dasar firman Allah: “Kalau 
mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, 
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) 
mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)” 
Sedangkan kata uli al-amr pada ayat kedua ditafsirkan sebagai “para 
pembesar sahabat yang memahami sisik melik, urusan mereka atau mereka 
yang menjadi amir-amir mereka”, apapun pengertiannya, kedua ayat tersebut 
tidak patut dijadikan dalil tentang khilafah seperti yang mereka katakana. 
Penjelasan paling mungkin dari kedua ayat tersebut adalah bahwa kedua 
ayat tersebut menunjukan adanya golongan dari kaum muslimin yang pada 
mereka semua urusan dikembalikan. Makna ini lebih umum dan luas 
ketimbang makna khilafah sebagai mana mereka sebutkan.Bahkan kedua 
makna itu saling berlawanan dan tidak mungkin mempertemukan. 
 Dalam hal ini ada pendapat yang mengecewakan yang dilontarkan oleh 
pengarng kitab,al-Mawaqib setelah ia menunjukan dalil mengenai wajibnya 
menegakkan imamah dengan dasar Ijma’ kaum muslimin. Ia berkata: “Jika 
dikatakan Ijma’ haruslah memiliki sandaran,kalau berupa naqal hendaklah 
naqal yang mutawatir, say akan jawab bahwa Ijma’ saja sudah cukup atau 
saya akan katakana sandarannya berupa persambungan aktivitas yang tidak 
mungkin diketahui kecuali dengan penglihatan dan kesaksian mereka yang 
semasa dengan Nabi Saw.”51 
Seperti terlihat dari pernyataan, bahwa Ijma’ tersebut tidak memiliki 
sandaran. Pengarang Kitab al-Mawaqif tentu tidak akan melontarkan statmen 
tersebut andaikata ia menemukan sesuatu yang patut dijadikan sandaran 
dalam Kitab Allah. Sangat mengherankan anda meletakkan al-Kitab al-
Karim ditangan mencermatinya berulang-ulang dari surat al-fatihah hingga 
an-nas, disana anda melihat penjelasanna tentang segala hal beserta 
perinciannya atas segala urusan agama, tidak kami alpakan sesuatupun dalam 
al-Kitab (al-an‟am), tetapi disana anda tidak menemukan penyebutan tentang 
kepemimpinan umum ataupun khilafah. 
Tidak hanya Al-Quran yang sengaja meng baikan persoalan khilafah ini 
tapi juga Sunnah.Bukti atas keadaan ini adalah ketidak mampuan para ulama 
menggali dalil dari hadis mengenai tema ini.Skalau saja mereka menemukan 
dalil dari hadis, tentu mereka akan mengajukan sebagai dalil dari pada 
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 Ijma’.Dan pengarang Kitab al-Mawaqif  tidak akan berkata bahwa Ijma’ 
tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat di-naqal-kan sandarannya.  
Sayyid Muhammad Rasyid Rida bermaksut mencari dalil tentang 
wajibnya khalifah dalam sunah, ia kemudian menukil pendapat yang 
menunjukan wajibnya imamah dari Sa‟id ad-Din at-Taftazani dalam Kitab al-
Maqasid. Namun karena diantara dalil-dalil tersebut ia tidak menemukan satu 
pun yang berasal dari Kitab Allah atau Sunnah Rasul, S Sayyid Rasyid lantas 
mengkritik Sa‟id, bahwa ia dan rekan-rekannya lupa menggali dalil tentang 
penegakkan imamah dari hadis-hadis sahih yang mewajibkan mengikuti 
jama‟ah kaum Muslimin dan imam-imam mereka. Diantara hadis tersebut 
secara sarih (Tegas) menjelaskan bahwa siapa yang mati dan tidak pernah 
ada baiat dilehernya maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Juga ada hadis 
Huzayfah yang muttafaq alayh (Disepakati ke sahihannya oleh Bukhari dan 
Muslim) yang berisi perkataan Nabi padanya, “Ptuhilah jamaah kaum 
Muslimin serta imam-imam mereka.”52 
Melalu proyek ajaran reformasi pemikiran agamanya, ia menuntut 
pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah seruan agama untuk 
menyembah Allah. Wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak 
menembus secara mutlak usrusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya 
. abdu al- Raziq berkata “Islam tidak mengurusi pemerintahan, atau negara 
atau kecenderungan-cendrungan politik. Islam datang hanya membawa misi 
syariat agama, tidak peduli misi itu  membawa kemaslahatan politik bagi 
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 manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memandang tidak memberikan 
perhatian padanya. Demikian pula Rasul”53 
Atas dasar ini, Ali Abdu al-Raziq adalah orang yang pertamakali 
menyerukan pemisahan agama dari negara. Ia berpendapat bahwa Islam tak 
lebih dari kepercayaan individual- spiritual dan tidak memberi perhatian 
terhadap keduniaan atau politik atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir 
begitu beliau wafat tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya, baik 
menyangkut risalah maupun klaim-klaimnya. Ali Abdu al-Raziq melihat 
Rasullullah dari dua sisi, pertama, ia adalah utusan yang diberi wahyu dan 
membawa risalah langit. Kedua, ia adalah seorang pemimpin politik untuk 
negara madinah, bahkan, ia adalah pemimpin politik pertama dalam Islam. 
Oleh karena itu, Abdu Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga 
Khilafah atau amanat besar.ia berkata  “Sesungguhnya Khilafah sama sekali 
tidak memiliki landasan-landasan dari agama. Khilafah bahkan kebalikan 
agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsifnya”54 
Khalifah sama sekali bukanlah urusan agama, begitu juga pengadilan 
tugas-tugas pemerintahan lainnya dan pusat-pusat negara. Semua itu adalah 
urusan politik semata, agama tidak ada sangkut pautnya dengan masalah 
itu.Agama tidak mendefenisikannya dan juga tidak mengingkarinya.Agama 
tidak memerintahnya juga tidak melarangnya.Agama memasrahkan masalah 
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 itu kepada kita, supaya kita merujuk pada hukum logika, pengalaman umat 
manusia dan juga kaidah-kaidah politik.
55
 
Ӑli Abdur Rӑziq juga menyandarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-
Qur‟an.Ada sebelas ayat Al-Qur‟an yang dikutip Raziq untuk mendukung 
pandangannya menurutnya, ayat-ayat Al-Qur‟an secara tegas menyatakan 
bahwa Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan politik.Firman-firman Allah 
tersebut saling menopang antara satu dengan yang lainnya dan menyatakan 
bahwa tugas risalah yang dibawa Nabi SAW tidak mencakup pendirian 
kekuasaan yang bersifat duniawi.Di antara ayat-ayat yang dikutipnya.
56
 
         َ هاُلل         
Artinya: ”Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah 
mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan 
itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara 
bagi mereka”.57(QS. An-Nisa, [4]:80). 
 
                      
                 
 
Artinya: Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya teIah datang 
kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu 
barang siapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya 
(petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa 
yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan 
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 dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap 
dirimu".
58
(QS. Yunus, [10]: 108) 
 
          ه هاُلل َؤ    
Artinya: “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan”.59(QS. Al-Ma‟idah, [5] : 99) 
 
Dari sederetan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Ali Abdur Raziq 
menyatakan bahwa Al-Qur‟an dengan menolak tugas Nabi SAW sebagai 
pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa dan pengatur karena tugas-tugas 
tersebut di atas adalah hak dan kekuasaan raja. Beliau tidak memiliki hak 
memaksa orang untuk beriman.Dengan demikian Nabi tidak mempunyai 
kedudukan menjadi penguasa (raja). Merakalah yang memiliki kekuasaan 
tidak untuk memaksa dan mengatur rakyatnya 
Adalah suatu kenyataan sejarah, ketika Nabi berada di Madinah telah 
terbentuk suatu masyarakat islam. Orang-orang Arab yang sebelumnya 
bercerai-berai dan bermusuhan menjadi bersaudara dan bersatu dalam suatu 
kekuatan yang diikat oleh kesamaan keyakinan akidah dan agama.Mereka 
menjadi bangsa yang kuat dibawah satu pimpinan yaitu Nabi SAW sendiri. 
Sampai disini, logika Ali Abdur Raziq masih sejalan dengan pendapat umat 
Islam umu 
mnya. Namun kemudian, ali menyatakan bahwa kepemimpinan Nabi 
terhadap bangsa Arab bukan dalamsatu ikatan politik. Menurutnya, Nabi 
                                                             
58
Departemen Agama RI, Ibid, h. 221. 
59
Departemen Agama RI, Ibid, h. 124. 
 tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab.Nabi tidak 
pernah merombak sistem pemerintah, sistem administrasi, maupun sistem 
peradilan yang ada.Semua diserahkan Nabi pada masyarakat.
60
 
Pada dasarnya Ali Abdu al-Raziq lebih condong pada pihak yang tidak 
menyetujui diwajibkannya khilafah.Ini tercermin dalam pernyataan bahwa 
para ulama juga tidak sanngup mengeluarkan dalil yang diambil dari 
hadits.
61
 
Secara prinsipil Ali Abdu ar-Raziq menjelaskan bahwa orang-orang 
Islam, jika digambarkan mereka adalah sekelompok masyarakat yang tidak 
bersatu,  juga membutuhkan pemerintahan untuk menangani persoalan 
masyarakat. 
Jika imamah dan khalifah yang dimaksudkan oleh para ulama sama 
dengan yang dikehendaki oleh para ahli politik sebagai pemerintahan, maka 
pendapat mereka adalah benar. Namun jika yang dimaksut adalah jenis 
pemerintahan tertentu seperti yang telah dijelaskan , maka argumentasi 
mereka tidak dapat diterima. 
Inti dari pernyataan Ali Abdu ar-Raziq terkait dengan hokum 
mendirikan pemerintah adalah, masyarakat jelas membutuhkan kehadiran 
sebuah pemerintahan, namun hal itu tidak harus berbentuk khilafah.Ia bias 
berwujud apa saja tergantung kondisi masyarakatnya.
62
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 BAB IV 
ANALISIS 
A.  Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama dan Negara 
 
Pemikiran beliau yaitu Sekuleris, yakni paham yang menganggap bahwa 
negara dan agama tidak memiliki hubungan satu sama yang lain. Bahwa Islam 
adalah sebuah agama, bukan negara. Islam hanyalah seruan agama untuk 
menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar agama dan Islam tidak 
mengurusi pemerintahan, negara atau kecendrungan-kecendrungan politik. Islam 
datang hanya membawa misi syariat agama, tak peduli misi itu membawa 
kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. 
Asumsi peneliti tentang agama dan negara yaitu (Teokrasi) saling 
keterikatan atau saling berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin 
hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama 
memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. 
Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat 
nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. 
 Memang, istilah negara tidak disinggung dalam Al-Qur‟an maupun 
sunnah tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan 
dalam kitab suci itu. Umpamanya Al-qur‟an menjelaskan seperangkat prinsip atau 
fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosial politik atau 
segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk didalamnya adalah 
keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman. Dalam Al-Qur‟an 
juga biasa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara 
 langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya 
untuk menciptakan perdamaian dan menghukum tindakan kriminal. Dalam al-
qur‟an siyasah al-syar‟iyyah penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut 
oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekati manusia kepada 
Allah. 
Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Qur‟an, Sunnah dan Ijtihad dengan 
menggunakan ar-Ra‟yu, yakni pemikiran akal yang didasarkan atas kedua sumber 
utama. Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam adalah kekal 
dan abadi. Ia suadah final dan tidak aka nada penambahan-penambahan baru, ia 
merupakan sumber baku bagi ajaran Islam bercorak universal dan berlakunya 
sepanjang masa. Namun Al-Qur‟an bukanlah sebuah kitab yang mengandung 
segala-galanya, dalam arti berisikan petunjuk kepada ummat manusia hingga 
menyentuh segala segi kehidupan sampai kepada sedetail-detailnya.    
 
B. Pemiliran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama dan Negara Menurut Fiqh 
Siyasah 
 
Realita negara kita yang sebagian besar penduduknya adalah muslim maka 
sangat dibutuhkan suatu sumber dalam membuat hukum yang bersendi Islam yang 
sumber tersebut tidak lain adalah Al-Qur‟an dan hadis. Meskipun demikian, teks-
teks Al-Quran tidak dapat dipahami secara eksklusif akan tetapi harus secara 
inklusif dan holistik. Dengan demikian posisi fiqh siyasah sangat besar dalam 
membuat suatu aturan agar peraturan tersebut dapat terealisasi baik dari segi 
Agama maupun dari segi sosial dalam hal ini bernegara dengan tujuan mencpai 
kemaslahatan. kemaslahatan dari segi Agama maupun negara. 
 
 Fiqh siyasah dalam hal ini menyikapi konsep pemikiran Ali Abdu ar-Raziq 
tentang agama dan negara tidak sejalan dengan prinsip siyasah. Fiqh siyasah 
memberikan prinsip-prinsip  yang dijadikan sebagai indikator untuk menjalankan 
roda pemerintahan dalam bernegara secara Islami yang diperoleh dari Al-Qur‟an 
dan Hadits yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan di dunia dan 
keselamatan di akhirat kelak. Prinsip-prinsip secara implisit yang diperoleh dari 
fiqh siyasah secara keseluruhan tertuju pada suatu tujuan negara dan agama dalam 
lingkup masyarakat untuk merealisasikan tujuan Islam yang menjadi rahmat bagi 
seluruh alam. 
Peran Islam dan pemikir muslim yang ingin dikembangkan di Indonesia 
adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu member solusi 
terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara.  Sebuah Islam yang dinamis 
dan bersahabat degan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama yang beragam, 
sebuah Islam yang memberi keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan 
kepada semua orang yang berdiam di nusantara ini. 
Dilihat dari para pemikir muslim yang sejalan dengan konsep ajaran fiqh 
siyasah pemikiran Ali Abdu ar-Raziq tentang agama dan negara tidak sejalan 
dengan prinsip-prinsip ajaran fiqh siyasah , pemikiran beliau kontroversi yakni 
memisahkan antara urusan agama dan negara , sedangkan fiqh siyasah sendiri 
mengajarkan untuk tetap bersandar pada Al-Quran dan hadist. 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dikemukakann diatas,  maka dapatlah diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ӑli Abdu al-Rӑziq mengatakan bahwa khilafah itu bukanlah system 
pemerintahan yang sesuai denga najaran Islam, persoalan agama dan dunia 
kita sama sekali tidak membutuhkan adanya khilӑfah dalam arti fiqhse 
macam itu. Yang diamaksut adalah khilӑfah sebagaimana yang pernah ada 
dalam sejarah politik Islam. Ӑli Abdu al-Rӑziq berpendapat bahwa dalam 
Islam model pemerintahan khilӑfah tidak diperlukan. Kemudian ia 
mempertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan 
dengan system khilfah merupakan kewajiban agama. Ia juga berpendapat 
bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan 
tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara, atau pemerintahan 
dengan gelar khilӑfah, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan 
kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, baik 
keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk 
patuh dan taan sepenuhnya. 
Dan menurut Ӑli Abdu al-Rӑziq, Nabi Muhammad SAW adalah 
seorang Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja.Nabi SAW 
tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan 
tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa adanya 
 kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah 
ertentu. Risalah bukanlah kerajaan, keduanya adalah dua hal yang berbeda 
dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. 
2. Negara yang ideal menurutӐli Abdu al-Rӑziq adalah negara yang 
berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya. 
Tentang demokrasi dan keadilan social, Ӑli Abdu al-Rӑziq dalam 
pandangannya yang sekuler, tanpa segan dan dengan lantang, 
mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslim dan non muslim yang 
hidup dinegara itu. Negara yang berasakan humanism Universal dan 
system demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka 
mencapai kemajuan dan keadilan social tanpa melibatkan agama.  
 
B. Saran 
 Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada akhir uraian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang buku karyaӐli Abdu al-Rӑziq 
yaitu Islam wa Ushủl al-Hukm, ini masih perlu dikaji lagi demi untuk 
lebih mempertajam keakurata nbuku, sehingga pendapat beliau yang 
tertuang dalam buku tersebut benar-benar dapat dipahami secara positif 
pada era politik zamans ekarang ini. 
2. Adanya pemahaman terhadap masyarakat bahwa teori Islam dan Prinsip-
prinsip Pemerintahan, ini dapat dikaji lebih mendalam lagi. Namun teori 
ini tidak cocok bila diterapkan di negara yang berlandaskan Agama 
 terutama Islam yang masih memeluk teradisi,  namun teori ini masih dapat 
di katakana relevan untuk diterapkan di negara Indonesia saat ini. Namun 
masyarakat juga harus lebih paham terhadap kondisi politik Indonesia 
saatini, karena sekalipun kita tidak menganut teori ini, namun kita dapat 
Berkembang serta maju, atas dasar kesatuan dan kesejahteraan. 
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